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a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan agar berdaya guna dan berhasil
guna secara efektif dan efisien perlu dilakukan perbaikan/penyem-
purnaan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai

 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20{}3 tentang: Pez;l@m-an”

Organisasi Perangkat Daerah ; s : gy

b. bahwa agar tercapai maksud tersebut d:atas, perlu ditinjau dan
disem fpurnakan lagi Peraturan Daerah Kote Padang Nomor “4 Tahun

tentang Pembentukan SwusgRar Organisasi Dinas Daerah. .dan—
Nomor-20-TFahur2002 teéntang Pembentukan-©rganisasi- dan Tata Kerja--
~Dinas-Pasar-»

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah.

1. Undang-Undéng Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Deaerah
Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undeng-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Ja.
3. Undang-Undang Nomor-22-Tahun -}Qég-tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor,60; Tambahan Lembaran Negara
Nomor.38-39), 2yvy 12

4, Undangﬁ)r?&ang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat: II Padang (Lembaran: Negara
Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan -
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(Lembaran Negara Tahun.2000 Nomor 54’ Tambahan Lembaran Negara
Nomor 38527 2915 )
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Peraturar% r’?;emenntah ‘Nomor gB‘ Tahun 200-;‘: tentang ~Pedoifian--

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
.Lél’T ambahan Lembaran Negara Nomor 426'25" e

Pé) aturan Pemerintah Nomor 9 Tahur‘\ 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran
‘Negara Nomor 4263);

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Menten Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk
Nomor 17 Tahun 2003

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan_

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; ‘

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Qtonomi Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor ~08~ Tahun 2004 tentang
ewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2604 Nomor 46).
st .y

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.
3

o h

Daerah adalah Kota Padang;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang,
Desentralisasi - adalah penyerahan wewenang - pemerintahan oleh

Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
Walikota adalah Walikota Padang;

Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemermtahan

Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam -

rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang teérdiri dari Sekretariat
Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;

- Dinas Daerah adalah semua Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Padang;
Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural;

D Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Padang;



l" .
T {2

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah .unsur Pelaksana Teknis

Operasional Dinas; _

12. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu
jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Qaerah yang
berfungsi memberikan pertimbangan -dalam peangkatan dan’pemberhentian pejabat dalam

jabatan struktural;
13. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2 .

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah yang merupakan bagian dari
perangkat Daerah. -

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari
1. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan; b

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;

Dinas Pendiciikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;

Dinas_lPerhubhngan;

Dinas'Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; ¥

G- I I

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan ;

10. Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana ;
_ 11. Dinas Peridapatan Daerah; ° " R

12. Dinas Kelautan dan Perikanan;

13, Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

14. Dinas Pasar. -
Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Desentralisasi.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Daerah
mempunyai fungsi : F W
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.

3



 BABII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama e "
Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan v

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5

Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan yang dipimpin_oleh secrang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

tereorey PasabBe -

Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
desentralisasi dibidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan.

Paragraf 3
: Fungsi

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pertanian,
Peternakan dan Kehutanan mempunyai fungsi : ¢ :

a. Perumusan rkebijakan teknis dibidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan;

by pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pertanian, Peternakan dan
Kehutanan; -

% per'nbinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang Pertanian, Peternakan
dan Kehutanan;

d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

. Pasal 8
(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan terdiri dari :
a. Kepala Dinas: 0 '
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangari. .
c. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangém, membawahkan ::
1. Seksi Ketahanan Pangan;
2. Seksi Holtikultura.
d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :
1. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Intag;
2. Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Perkebunan.
e. Bidang Peternakan, membawahkan : '
1. Sglcsi Prodiiksi dan Usaha Pgternakan;
2. Seksi Pengembangan dan Prasarana.
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.f‘ Bidang Pengendalian dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
1. * Seksi Pengendalian;
2., Seksi Kesehatan Hewan.

'9. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan.Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan sebagaimana terdapat
dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Paragraf 1
Kedudukan A

Pasal 9

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Paerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 10

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas- pokok melaksanakan kewenangan
desentralisasi di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Permukiman dan
Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebij'akan teknis dibidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum tndang Permuklman dan Prasarana
Wilayah;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Irngkup bidang Permukiman dan
Prasarana Wilayah;

d. 'pengelolaan urusan administratif ketata usahaan Dinas. 3

Paragraf A
Susunan Organisasi

Pasal 12
(1) Susunan organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bégian.Keuangan.
c. Bidang Program dan Pengawasan, membawahkan :
1. Seksi Pepyusunan Program dan Perencanaan;

L R

2. Seksi Perizinan dan Pengawasan.,

n
l"?:'f‘*"):'“ g



[

d. Bidang Perumahan dan Perfnukiman, membawahkan :
1. Seksi Sarana Lingkungan dan Pengawasan Permukiman;
2. Seksi Bangunan Gedung.

e. LBic_ﬂang Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahkan :
1. SeksiJalan;
2. Seksi Jembatan.

' f. Bidang Pengzlolaan Sumber Daya Air, membawahkan :

L, 'Séksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai;

2. Seksi Irigasi dan Drainase. \
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

| (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana lampiran
II' Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Kedudukan

‘ Pasal 13

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang
~§ | Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

%, o z - Pasal 14
. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang
- F Pendidikan.
a4 Paragraf 3
Fungsi
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas Pendidikan
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga; ; .

¢. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Lingkup Pendldlkan,
d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 4 s {0
Susunan Organisasi
Pasal 16
(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan - :
1. Sub Bagian Umum; ¥

2. Sub Bagian Keuangan. ‘




c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan TK dan SD;
2. Seksil Pembinaan dan Pengembangan SMP.
d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMA;
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMK.
e. Bidang Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan, membawahkan :
1. Seksi Koordinasi Pengawasan dan Mutu Kependidikan;
2. Seksi Peningkatan Tenaga Kependidikan.
f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Intra Sekolah, membawahkan
1. Seksi Pembinaan Kesiswaan; '
2. Seksi Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah.
' g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana' terdapat dalam lampiran III
Peraturan Daerah ini. )

Bagian Keempat
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan déﬁentralisasi di bidang
Kesehatan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Kesehatan
mempunyai fungsi :

a.. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Kesehatan;
‘¢. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang Kesehatan;
d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 20
(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
" a. Kepala Dinas;



b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
1. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas;

i 2-;--S_eksi Farmasi dan Perizinan.

d. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
1. Seksi Ibu, Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Gizi dan UKS. )
e. Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit, membawaﬁkan :
1. Seksi Imunisasi-dan Surveilans; .
2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular.
f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan :
1. Seksi Promosi Kesehatan;
2. Seksi Kesehatan Lingkungan.

g. Kelompok Jabétan Fungsional

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

Dihas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab. kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2.
Tugas Pokok

Pasal 22

Dinas Tenaga Kerja, deerasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenéngan
desentralisasi dibidang Tenaga Kerja dan Koperasi UKM.

ikt 2 1 SR e

o A : S "'|,; ',_ Paragraf 3
: - Fungsi
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,"Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

penyusunan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;

. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan

UKM; :

pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkup bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan
UKM; . '

pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

L ]



Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 24
1) Susunan organisasi Dinas Tenaga'l(erja, Koperasi dan UKM terdiri dari :

Kepala Dinas;

gian Tata Usaha, membawahkan :

| Sub Bagian Umum;

Sub .Bagian Keuangan.

ng Pembinaan, membawahkan :

éksi Pembinaan Kelembagaan KUKM dan Tenaga Kerja; *
eksi Pembinaan Hukum Kelembagaan dan Tenaga Kerja;
ng Pendidikan dan Latihan, membawahkan :

eksi Diklat Koperasi;

eksi Diklat Ketenagakerjaan;

Hubungan Industrial dan UKM, membawahkan:
Seksi Penyelesaian dan Perselisihan Perburuhan;

“Seksi Mitra Kelembagaan KUKM.

jang Pengendalian, membawahkan:

Seksi Pengendalian KUKM;

eksi' Pengendalian Tenaga Kerja.

lompok Jabatan Fungsional

n Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Sebagaimana terdapat
n lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal :125

hubungan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang ﬁipimpin oleh seorang
g berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 26

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 27
elaksanakan- tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Perhuburig_an
yai fungsi : * '



c. pembinaan teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan di lingkup Dinas Perhubungan;
d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 4
" Susunan Organisasi

Pasal 28
(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum;.
2. Sub Bagian Keuangan. | .
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat, membawahkan :
1. Seksi Angkutan;
2. Seksi Rekayasa Manajemen Lalu Lintas.
d. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Angkutan Darat, membawahkan
1. Seksi Pengendal:an Operasional;
2. Seksi Teknik Sarana dan Analisa Kecelakaan.
e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
1. Seksi Pelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut.
2. Seksi Keselamatan Pelayaran dan SAR.
f. Bidang Perhubungan Udara, Postel, Sandi dan Pengendalian Frekwensi, membawahikan :
1. Seksi Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi;
2. Seksi Sandi dan Pengendalian Frekwensi.
g. Kelombok.‘labatan fungsional. |

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana terdapat dalam lampiran VI
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 29

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi merupakan unsur Pelaksana
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung}awab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. '

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 30

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan
dan Energi.

Paragraf 3
fungsi .

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 30, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi : :
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a. perumusan kebijakan teknis dibidang-Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perindustrian, Perdagangan
Pertambangan dan Energi;

¢. pembinaan Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Pertambangan dan Energi;

1

d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 32
(1) Susunan organi'sasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertam'bangan dan Energi terdiri dari :
| a. Kepala Dinas; . ' Y
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum; |
2. Sub Bagfian Keuangan.
c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
1. Seksi Penelitian dan Pengembangan Industri; |
2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Perdagangan.
d. Bidang Bina Industri dan Perdagangan, membawahkan
1. Seksi Bina Industri;
2. Seksi Perdagangan.
e. Bidang Fertafnbangan dan Energi, membawahkan :
1. Seksi Pertarnbangan;
2. Seksi Energi.
f. Bidang Pengendalian, membawahkan :
1. Seksi Pengendalian Perdagangan;
2. Seksi Pengendalian Industri. .
g. Kelompok Jabatan Fungsional. -
(2). Bagan Susuran Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertarhbéngan dan Energi
sebagaimana terdapat dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini. , )

Bagian Kedelapan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1 . I
Kedudukan

Pasal 33 :
Dinas Pariwisata dan Kébudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin

|' oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 34

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di
bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

11
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Paragraf 3
Fungsi

_ ‘ Pasal 35
alam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Pariwisata dan
ebudayaan mempunyai fungsi :
. perumusan kebijakan teknis di lingkup bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan;
. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Kebudayaan; W i
. pembinaan teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkup Dinas Kepariwisataan dan
: Kebudayaan; . & uuiE o :
! . pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

{ | Péragraf 4
- | _ Susunan Organisasi

_ Pasal 36
| 1). Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Sarana Pariwisata, membawahkan :
1. Seksi Sarana Pariwisata;
2. Seksi Pembinaan Fasilitas Périwisata.
d. Bidang! Seni dan Budaya, membawahkan :
1. Seksi Pembinaan Kesenian;
. 2. Seksi Pelestarian Budaya.
e. Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahkan :
1. Seksi Promosi dan Informasi;
2. Seksi Kerjasama Kepariwisataan dan Kebudayaan.
f. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahkan :
1. Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan;
2. Seksi Perizinan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana terdapat dalam
lampiran VIII Peraturan Daerah ini. '

Bagian Kesembilan
Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

Paragraf 1
Kedudukan

1 : E - i Pasai 37

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yé,ng
dipimpin oleh seorang Kepala,yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.
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- Paragraf 2
' ; _ Tugas Pokok
Pasal 38

Dinas Tata Rﬁang dan Tata Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
desentralisasi di lingkup bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dinas Tata Ruang dan Tata
Bangunan mempunyai fungsi :

s g penyugqgglrgkggijgkag t@l_gﬂi_; dUingkqg_bidang;rata Ruang dan'Tata Bangunan;

-

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum i bidang Tata Ruang dan Tata
Bangunan;

C. pembinaan teknis di bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan;
d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 40
(1). Susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan terdiri dari :
a. KepalaDinas;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1.Sub Bagian Umum;
. 2.Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Pemstaan, membawahkan :
1. Seksi Survey dan Pengukuran;
2. Seksi Pergolahan Sistem Basis Tata Ruang.
- d. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Ruang Kota;
24 Se!gi Prasérana dan Kelengkapan Kota.
e. Bidang Talzz"Bangunan, membawahkan :
1. Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi;
2. Seksi Perizinan.
f. Bidang Pengendalian dan Penertiban, membawahkan :
3. Seksi-Penyuluhan dan Pembinaan;
... 4. Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional |

(i). Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagaimana terdapat
dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kesepuluh _
sial, Penanggulangan Banjir dan Bencana

Paragraf 1
Kedudukan

Dinas Kesejahteraan So

Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana merupakan unsur Pelaksana
~ Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh

_ Seorang Kepala yang berada dibawah dan

bemanggupgjqx'fab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. ' !

B M f 4 st v, T e S PEREIEERY. 0 0 o e
i Tugas Pokok

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
Sosial, Penanggu’langan

a. Perumusan kebijakan teknis di lingkup bidang Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan
Bencana;

dalam Pasal 42, Dinas Kesejahteraan
Banjir dan Bencana mempunyai fungsi :

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kesejahteraan Sosial,
Penanggulangan Banjir dan Bencana; '

C. pembinaan teknis di bidang Kesejahteraan Sasial,

Penanggulangan Banjir dan Bencana;
d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas,

Paragraf 3
Susunan Organisasi
: Pasal 44
(1) Susunan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana terdiri
dari:

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan.

C. Bidang- Bina Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial, membawahkan :
1. Seksl Kesejahteraan Anak, Keluarga, Lanjut Usia dan Orang Terlantar;
2. Seksi Urusan Kepahlawanan/Keperintisan dan Organisasi Sosial.

d. ‘Bidang Bina Rehabilitasi Sosial, membawahkan :

1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkoba; .
2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan.

e. Bidang SDM, Sarana dan Prasarana, membawahkan :
1. SeksiBina SDM:

2. Seksi Pengadaan/Pengawasan Sarana dan Prasarana.
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f. Bidang Penanggulangan Kebakaran, Banjir dan Bencana, membawahkan :
1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;

2. Seksi Penanggulangan Banjir dan Bantuan Korban Bencana.
g. Kelompok Jabatan Fungsional :

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana
sebagaimana lampiran X Peraturan Daerah ini. '

Bagian Kesebelas
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan )

Pasal 45

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur. Pelaksan

seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggun
- Daerah. -

a Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
gjawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 46

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas

pokok melaksanakan kewenangan desentralisas;
dalam bidang pemungutan Pendapatan Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Pendapatan Daerah
mempunyai fungsi :

& perumusan kebijakan teknis di lingkup bidang Pendapatan Daerah;

b. belaksanaan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;

[':Jemb_inaan teknis di bidang Pendapatan Daerah;

d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

. Pasal 48
(1). Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdirj dari :
3. Kepala Dinés;
'b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. Sub Bagian' Umum;
2. Sub Bagian Keuangan.
¢. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan :
1. Seksi Pend:itaan dan Pendaftaran;
- 2. Seksi Penetapan. |
d. Bidang Penagihan, membawahkan :
1. Seksi Penagihan Perhitungan dan Restitusi;
2. Seksi Pembukuan dan Verifikasi.
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e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, membawahkan -
1. Seksi Objek Penerimaan Retribusi;
2. Seksi Pendapatan Lain-Lain,
f. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahkan :
1. Seksi Bagi Hasil Pendapatan Pajak;
2. Seksi Bagi Hasil Pendapatan Bukan Pajak.
a. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana terdapat dalam lampiran
XI Peraturan Daerah ini.

Y

Bagian Keduabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 49

Paragraf 2
Tugas Pokok

e Pasal 50
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas

pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi
dalam bidang lingkup Kelautan dan Perikanan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 51

. Dalam melaksana_kan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dinas Kelautan dan
Perikanan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di lingkup bidang Kelautan dan Perikanan;

' b. pemberian périzinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan;
peimbinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Kelautan dan Perikanan;
‘& 0. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

o

_ Paragaraf 4
- Susunan Organisas;

Pasal 52

9 (1). Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum:;
2. Sub Bagian Keuangan,
¢. Bidang Penangkapan, membawahkan :
1. Seksi Sarana dan Prasarana;
2. Seksi Bina Teknologi Penangkapan. -



d. Bidaq_g Budi‘ Daya, membawahkan :
1. Seksi Sarana dan Prasarana Budi Daya;
2. Seksi'Bina Teknologi Budi Daya,
€. Bidang Pengembangan, membawahkan :
1. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;
2 Seksi Sumber Daya Perairan dan Kelautan.
£ Bidang Ptigendalian dan Perizinan; membawahksn's
1. Seksi Pengendalian Operasional;
2. Seksi Perizinan,
*g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana terdapat dalam
lampiran XII Peraturan Daerah inj. ‘

Bagian Ketiga Belas
Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 53

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
ol

yang dipimpin
. oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalyi
. Sekretaris Daerah, :

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 54

' Dinas, Kebersihan dan Pertamanan mempun
- dalam bidang Kebersihan dan Pertamanan.

yai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 55

Dalam melakﬁanékan tugasnya seba

gaimana dimaksud dalam’ pasal 54, Dinas Kebersihan dan
Pertamanan mempunyai fungsi :

& Perumusan kebijakan teknis di bidéng Kebersihan dan Pertamanan;
b. . pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di
¢ pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;

bidang Keberéihari dan Pertamanan;
Kebersihan dan Pertamanan;

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 56
(I). Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan A
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan.



¢. Bidang Kebersihan, membawahkan -
1. Seksi Operasional Kebersihan dan Pengawasan;
o2 Selgq,Sarana dan Prasarana. ‘
d'."B'i'cié'r;é F”ertérfiarhlah,wrr—:;a?hba\;ﬁahlc‘an"f. il 3
1. Seksi Penghijauan Kota;
2. Seksi Perawatan dan Dekorasi Kota.
e. Bidang Sanitasi, membawahkan :
1. Seksi Perawatan Riol dan Trotoar;
2. Seksi Pengolahan San;par; dan Limbah 'I“mja.- .
f. Bidang Pényuluhan dan Pengendalian, membawahkan :
5 Selcsi Penyuluhan;
2. Seksi Pengendalian.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana terdapat dalam
lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Pasar

Paragraf 1
Kedudukan

 Pasal 57

- Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala
' yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalyi Sekretaris Daerah.

; Paragraf 2
Tugas Pokok

: Pasal 58

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam lingkup
pengelolaan pasaf. it S s
D ' Paragraf 3

Fungsi
, Pasal 59
Dalam melaksanakan 'tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Dinas Pasar mempunyai
fungsi : ' : '
a. Perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas Pasar;
b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan pasar;
. bembl'naan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkup Dinas Pasar:
d. beiaksanaan urusan ketatausahaan dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

: Pasal 60
' (1). Susunan organisas Dinas Pasar terdiri dar
i . Kepala Dinas; '
b. Baglan Tata Usaha, membawahkan :
18
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1. Sub Bagian Umum;
2, Sul? Bagian Keuangan.
' ¢ Bidang Pengembangan Pasar, membawahkan -
1. Seksi Pendataan, Pelaporan dan Evaluasi;
2. Seksi Perencanaan dan Kerjasama.
d. Bidang Pendapatan, membawahkan :
1. Seksi Pe'netapan;
2. Seksi Penagihan.
e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
1. Seksi Kelistrikan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar,
f. Bidang Kebersihan, keamanan dan Ketertiban,
i. Seksi Kebersihan;
2. Seksi keamanan dan Ketertiban.

.9, Kelompok Jabaten Fungsiopal, -,

i pEEEH : 1 1 ‘.-E‘%Il..':‘-:' :

membawahkan :

(2). Bagan Shsi.mgn Org
Daerah ini.

anisasi Dinas Pasar sebagaimana terdapat dalam lampiran XIV Peraturan

BAB 1v
ESELON, PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian pertama
Eselon

Pasal 61
(1) Kepala Dinas adalah Jabatan eselon II.b,

) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang adalah Jabatan eselon IIla

30) Kepala Sub Bégian, Kepala Seksi adalah Jabatan eselon IV.a.

B compok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 62

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 63

h)DiringkunQan Dinas dapat ditempatkan PNS dalam Kelompok Jabatan Fun
. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

‘tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Daerah
2sual'dengan-keahlian: dari kebutuhan Dinas. - ' .
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alam Pasal 63, terdiri dari sejumlah
sesuai dengan bidang keahliannya.

n Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki,
an Keuangan Daerah,

:",,2) Pengisian dan penetapan Jabata
i kebutuhan jabatan dan kemampu
3)

Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh tenaga Fungsional
Senior yang diangkat oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas. | _

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 65

fungsi masing-masing,
. Pasal 66
' i3p satuan. organisas; dilingkungan Dinas Daerah

impangan  agar mengambil  langkah-langkah
 indang-undangan yang berlaku.

Wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi
'yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

Pasal 67

P pimpinan padai masing-masing Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota bertangguhg
% memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberi bimbingan serta petunjuk
ksanaan tugas bawahannya. '

Pasal 68

pimpinan masing-masing satuan organisasi Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Koia

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing
. Menyampaikan laporan berkala pada waktunya.,

Pasal 69

laporan Yang diterima oleh masing-masing

pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib
dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk

Pasal 70

g-masing satuan kerja kepada atasan, tembusan laporan wajib
n kepada satuan kerja Dinas Daerah lain secara fungsional mempunyai hubungan

Pasal 71

melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan Unit Dj
nsasi dibawahnya , dan dalam rangka pemberian bimbin
' mengadakan rapat secara berkala.

nas Daerah dibantu oleh satuan
gan kepada bawahan masing-masing,

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 72

“@n dan pembiayaan dari organisasi Dina

perimbangan Keuangan Pusat dan Daera
Pemerintahan yang sah.

s-Dinas Daerah disediakan pada APBD serta
h, bantuan Pemerintah Propinsi serta bantuan
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 73

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Dinas Daerah yang dimaksud daiam Peraturan
Dazrah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

 BABIX
KETENTUAN PERALTHAN DAN PENUTUP

Pasal 74
Ketentuan mengenai organisasi dan eseion Dinas Daerah vang ada sebelum Peraturan Daeran ini

ditetapkan masih berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan
Peraturan Daerah ini. -

4 Pasail 75

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai efektif beriaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04

' Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pasar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku iagi.

(2) Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut oleh Waiikota,

Pasal 76
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Dasrah ini
dengan penempatarnya dalam Lembaran Daerah Kota Pagang. 3

Ditetapkan di Padang

- pada tanggai P Juli 2004

DA
i

-

ey

Diundangkan di Padang
pada tanggal. .9 _Ju Il 2004
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STRUKTUR ORGANISASI bINAS LAMPIRANT : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PERTANIAN, PEI’ERN.AKAN DAN NOMOR : 12 Ta-hqr} *04
KEHUTANAN TANGGAL :  § gulr 504
KEPALA
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TATA USAHA
' KELOMPOK JAB. . . . i
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SUB BAGIAN , SUB BAGIAN
uMum KEUANGAN
BIDANG BIDANG —[ BIDANG
PERTANIAN DAN KEHUTANAN DAN BIDANG PENGENDALIAN DAN
KETAHANAN . PERKEBUNAN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN
PANGAN _ . ; :
— l [ |
: =
SEKSI - SEKSI SEKSI
| |KETAHANAN PANGAN |_ KONSERVAS, | | | PRODUKSI DAN USAHA SEKSI PENGENDALIAN
! . REHABILITASI. DAN INTAG PETERNAKAN 1 |,
| |
- SEKSI PENGENDALIAN
SEKSI | |PEREDARAN HASIL HUTAN| | SEKSI ] SEKSIL
HOLTIKULTURA DAN PERKEEUNAN PENGEMBANGAN DAN KESEHATAN HEWAN
' PRASARANA .[
¥ & “1_
y WAL

i E i Gl R e S e el



STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERMUKIMAN DAN PRASARANA

PRI 1 R

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERA: T KOTA PADAN
NOMOR : 12 Fghun 3c04.

T il

WILAYAH TANGGAL 9 3uli  3c04
KEPALA
\ |
BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JAB. 1
FUNGSIONAL l
[ i
- SUB BAGIAN SUB BAGIAN
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l i = b
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS  LAMPIRAN III :
PENDIDIKAN : N

KEPALA
: e
. BAGIAN
TATA USAHA ;
KELOMPOK JAB. | |
FUNGSIONAL ; | {
: SUB BAGIAN SUB BAGIAN }
' UMUM KEUANGAN |
I
1
|
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH KAJIAN PENINGKATAN PENDIDIKAN LUAR
MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH DAN INTRA
SEKOLAH
J [ | |
SEKSI SEXS] SEKSI SEKSI
PEMBINAAN DAN | | PEMBINAAN DAN KOORDINASI PEMBINAAN KESISWAAN
PENGEMBANGANTK PENGEMBANGA!M SMA || | PENGAWASAN DAN MUTU —+ -t
H DAN SD ‘ KEPENDIDIKAN
: — i
SEKSI © ' SEXSI SEKSI SEKSI |
PEMBINAAN DAN | | PEMBINAAN DAN PENINGKATAN TENAGA | | | PEMBINAAN PENDIDIKAN N
PENGEMBANGANSMP PENGEMBANGAN SMK KEPENDIDIKAN " LUAR SEKOLAH '
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STRUKTUR OﬁGANISﬁsl DINAS

KESEHATAN

LAMPIRAN IV :

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR : 12 Tahun 2004
TANGGAL 9 Wl 2004

KEPALA

BAGIAN
i TATA USAHA
KELOMPOK JAB. |
FUNGSIONAL | |
I i
i SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMuUM KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
, PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA PEMBERANTASAN DAN PEMBERDAYAAN
KESEHATAN PENCEGAHAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN
o KESEHATAN LINGKUNGAN
[ - [ l =
SEKSI SEKS] SEKSI SEKST
RUMAH SAKIT DAN | | | IBU, ANAK DAN LANJUT || IMUNISASI DAN - PROMOSI KESEHATAN
PUSKESMAS USIA SURVEILANS
L
SEKST - SEKSI PEMBERANTASAN SEKSI
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS

AMPIRAN V @ PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM NOMOR : 12 Tahun 2004
' TANGGAL 9 UL 2004
KEPALA
BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JAB. &
FUNGSIONAL
i
1
| SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMum KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGENDALIAN
LATIHAN DAN UKM
A i i i i
SEKSI i ! SEKSI SEKSI
PEMBINAAN i SEKSI PENYELESAIAN DAN

KELEMBAGAAN KUKM

DIKLAT KOPERASI

PERSELISIHAN e
PERBURLHAM

DAN TENAGA KEFJA
SEKSI SEKRSI
PEMBINAAN IHUKUM | DIKLAT

ELEMBAGAAN DAN
TENAGA KEPJA

T

KETENAGAKERIAAN

PENGENDALIAN KUKM

MITRA KELEMBAGAAN

SEKS1

KUKM

SEKSI PENGEMDALIAN
TENAGA KERJA
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| |UKTUR ORGANISAST DINAS

LAMPIRAN VI : PERATURAN D

AERAH KOTA PADANG

 HUBUNGAN o NOMOR: (2 Tahyn 2004
* TANGGAL 9 Juli 2004
KEPALA
' BAGIAN
TATA USAHA
E | KELOMPOK JAB. 1
i FUNGSIONAL ' [
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
umMumM KEUANGAN
[
| | -
BIDANG BIDANG BIDANG PERHUBUNGAN
AU LINTAS DAN KESELAMATAN DAN BIDANG UDARA, POSTEL, SANDI
NGKUTAN DARAT TEKNIK SARANA PERHUBUNGAN LAUT OAN PENGENDALIAN
ANGKUTAN DARAT FREKWENSI
i
l 1
SEKSI SEKSI SEKSI
| sexs PENGENDALIAN | | | PELABUHAN DAN LALU PERHUBUNGAN UDARA,
. ' EUEEY & OPERASIONAL LINTAS ANGKUTAN LA POS DAN
= TELEKOMUNIKASI
SEKSI " SEKSI SEKST SEKSI
| REKAYASA TEKNIK SARANA DAN | | [KESELAMATAN PELAYARAN| | SANDI DAN
ANAJEMEN LALU ANALISA KECELAKAAN [ DAN SAR PENGENDALIAN
UINTAS : FREKWENSI

-

e SR e g

A e e e T T A

S

Tt

e,
e

[} Trerh e




LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : (2 Rahun 2004 .
TANGGAL g gult

KEPALA

L

BAGIAN
TATA USAHA
| KELOMPOK JAB. i
§ FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
i UMUM KEUANGAN
T T 1
| I | l
i BIDANG BIDANG BIDANG
| § PENELITIAN DAN BINA INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN DAN BIDANG
i i PENGEMBANGAN PERDAGANGAN ENERGI PENGENDALIAN
L | I — i | |
[ §  SEKSI SEKSI
|| PENELITIAN DAN SEKSI _ SEKST B PENGENDALLAN
PENGEMBANGAN | | BINA INDUSTRI == PERTAMIANGAN PERDAGANGAN
INDUSTRI
13 SEKSI SEKSI SEKSI
|| | PENELITIAN DAN BINA PERDAGANGAN SEKSI | | |PENGENDALIAN INDUSTRI
| PENGEMBANGAN T i ENERGI
| | PERDAGANGAN
|
A




STRUKTUR ORGANISASI DINA
PARTWISATA DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 12 fahun 2004
TANGGAL 9 Ul 2004

KEPALA

BAGIAN
STATA USAHA

KELOMPOK JAR,
FUNGSIONAL l i
SUB BAGIAN SUB BAGIAM
UMUM KEUANGAN
{ i
BIDANG BIDANG BIDANG
SARANA BIDANG PROMOS! DAN KERIASAMA, PENGEMBANGAN
PARIWISATA SEN! DAN BUDAYA BARTWISATA
L ! | i
SEKSI SEKSI SEKST SEKSI

SARANA PARIWISATA

PEMBINAAN KESENIAN

FPROMOSI DAN INFORMASI

PENYUSUNAN PROGRAM
DAN PELAPORAN

SEKSI '

PEMBINAAN
FASILITAS
PARIWISATA

SEKSI

'PELESTARIAN BUDAYA

SEKSI

KERJASAMA

REPARIWISATAAN DAN
Kcﬂ (R ANFA AR
COUDAYAAN
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LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

[l TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN NOMOR : [2 Tohun 2004
TANGGAL 9 aull 2004
. ‘
T3
i ,
158
I8
KEPALA
’;'.' &
f‘ i
: BAGIAN
TATA USAHA
[
KELOMPOK JAB. |
FUNGSIONAL |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN
I T 1
| | |
] BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG PENGENDALIAN DAN
PEMETAAN TATA RUANG TATA BANGUNAN PENERTIBAN
i | | i
SEKSI SEKSI SEKSI | SEKSI
SURVEY DAN | | | PERENCANAAN RUANG PENGARAHAN PENYULUHAN DAN
PENGUKURAN KOTA D ARSITEKTUR DAN PEMBINAAN
- l KONSTRUKST ,
i SERSI SEKSI ; ' SEKSI
|| FENGCLAHAN SISTEM | | PRASARANA DAN SEKSI KONSERVASI DAN
BASIS TATARUANG KELENGHKAPAN KOTA | PERIZINAN 1 PEMATAAN LINGKUNGAN |
i

- FAUZI
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STRUKTUII':{ ORGANISASI DIMAS LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
KESESAHTERAAN SOSIAL NOMOR : (2 [a h_un 1004
PENANGGULANGAN BANSIR DAN TANGGAL 9 gult 2004
BENCANA
KEPALA
BAGIAM
TATA USAHA
KELOMPOK JAB. : ! .
FUNGSIONAL | i
1
SUB BAGIAN ! SUB BAGIAN
UMUM | KEUANGAN
1
' |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PEMAGGULAMGAN
A :gs;:sg;ﬁ!ﬁm BINA SDM, SARANA DAN KEBAKARAN, BANJIR DAN
AN O OMAT -— -
ORGANISASI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PRASARANA AENCANA
i 1 i i
SEKSI SEKSI SEXSI
HESEIAITVERARN ANAS, REHABILITASI SEKSI PENCEGAHAN DAN
KELUARGA. LANJUT USIA T | DENYANDANG CACAT, | | BINA SDM | PENANGGULANGAN ||
DAN ORANG TERLANTAR | | | ANAK NAKAL DAN KORBAN BENCANA
MARKCSA
SEKSI URUSAN SEKSI SEXSI SEXSI !
KEPAHLAWANAN/ | | |  REHABILITASI TUNA PENGADAAN/ PENANGGULANGAN [
KEPERINTISAN DAN SOSIAL DAN KORBAN [ | PENGAWASAN SARANA | | BAMNJIR DAN BANTUAN |
ORGANISAS! SOSIAL TINDAK KEKERASAN DAN PRASARANA KORBAN BENCANA




STRUKTUR ORGANISASI DINAS LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA PADAN
PENDAPATAN DAERAH NOMOR : |2 Tahun 2004
' TANGGAL 9 Jull 2004

! . KEPALA
' BAGIAN
TATA USAHA
1 i KELOMPOK JAB. |
b l ' FUNGSIONAL
-‘ SUB BAGIAN SUB BAGIAN
] UMUM KEUANGAN
: ]
53 © |BIDANG PENDATAAN, BIDANG BIDANG
! - | PENDAFTARAN DAN BIDANG RETRIBUSI DAN BAGI HASIL PENDAPATAN
i PENETAPAN PENAGIHAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
i
% o | | i
l SEKSI SEKSI SEKST I SEKSL
PENDATAAN DAN L PENAGIHAN OBJEK PENERIMAAN | BAG] HASIL PENDAPATAN
PENDAFTARAN || PERHITUNGAN DAN [ [ RETRIBUSI : PAJAK i
- RESTITUSI
1 13
: A SEKSI SEXSI SEKSI BAGL HASIL
i SEKSI . PEMBUKUAN DAN | | | PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN BUKAN
! PENETAPAN VERIFIKAST s PAJAK -
|
1
i
1
i
|
!




STRUKTUR ORGANISASI DINAS LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA PADAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : 12 Tahun 2009
TANGGAL 9 Jult 2004

KEPALA
|
' . BAGIAN ’
TATA USAHA
o |
KELOMPOK. JAB. . |
FUNGSIONAL | [
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN
|
BIDANG i
BIDANG BIDANG BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENANGKAPAN BUDI DAYA PENGEMBANGAN PERIZINAN
_ ‘ 7 | i
SEKSI . SEKSI SEKSI SEXSI PENGENDALIAN
SARANA DAN SARANA DAN PRASARANA KONSERVAST DAN OPERASIONAL
PRASARANA  T°T BUDI DAYA B REHABILTTAST — S
~ SEKSI | SEKSI SEKSI
BINA TEKNOLOGI | | | BINA TEKNOLOGI BUDI SUMBER DAYA PERAIRAN | | SEKSI " 3
PENANGKAPAN DAYA e DAN KELAUTAN PERIZINAN




| STRUKTUR ORGANISASI DINAS

LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

&
'h
&

4{KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN NOMOR : 2 Tahun 2004
TANGGAL g 3ulr 2004
KEPALA
. BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JAB. |

FUNGSIONAL ]
i
|
} SUB BAGIAN SUB BAGIAN

UMUM KEUANGAN
| l |
; BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG PENYULUHAN DAN
KEBERSIHAN PERTAMANAN SANITASL PENGENDALIAN
S I i I
SEKSI SEKSI
OPERASIONAL SEKSI PERAWATAN RIOL DAN SEKSI
KEBERSIHAN DAN PENGHIJAUAN KOTA TROTOAR i PENYULUHAN
PENGAWASAN
SEKSI SEKST SEKSI
SARANA DAN PERAWATAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH | | SEKSI o
PRASARANA DEKORASI KOTA DAN LIMBAH TINJA PENGENDALIAN
i .
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STRUKTUR ORGANISASI

. DINAS PASAR

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 12 :Tahun 2004
TANGGAL 9 Juli 2004

KEPALA
1
BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JAB. i
FUNGSIONAL [ i
[
f SUB BAGIAN | SUB BAGIAN
UmMum l KEUANGAN
F , '
| |
BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAM BIDANG SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN,
PASAR PENDAPATAN KEAMANAN DAN
; l KETERTIBAN
A £ I i
SEKSI | '
PENDATAAN, SEKSI n SEKSI SEKSI
PELAPORAN DAN T PENETAPAN KELISTRIKAN |— KEBERSIHAN i
EVALUAST } i
1
|
SEKSI SEKST SEKSI ]
PERENCANAAN DAN SEKSI SARANA DAN PRASARANA KEAMANAN DAN ;
KERJASAMA PENAGIHAN 1 PASAR = KETERTIBAN |
|




